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1.1 Latar Belakang Masalah  
   Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia di tetapkan berdasarkan 
undang-undang, hal ini merupakan pencerminan bagian dari pelaksanaan tonggak 
demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini merupakan 
suatu realita negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai perjalanan sejarah 
perpajakan nasional di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan 
kerangka acuan perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan sebagian 
besar bersumber dari sistem perpajakan warisan kolonial penjajah, terutama ketika 
negara Republik Indonesia baru terbentuk. Dalam beberapa dekade terakhir ini 
perubahan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang bersumber dari 
sistem perpajakan negara lain.  
Dalam teori ekonomi klasik yang kini masih relevan diterapkan di 
berbagai negara menyebutkan bahwa : “salah satu sumber penerimaan negara 
ialah dari sektor pajak.” Pernyataan ini tertuang di dalam naskah Undang-Undang 
Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “segala pajak dipungut 
berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan 
kesejahteraan rakyat”. 
Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam 
mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung 
maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kesadaran 
dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul digunakan 
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untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial 
dan ekonomi masyarakat. 
Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara 
yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan  dalam 
mengenakkan dan memungut pajak di negaranya. Bagi Indonesia, penerimaan 
pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN 
setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi berfluktuasi di pasar 
internasional dalam kurun waktu yang relatif panjang pada awal dekade 1980-an. 
Fluktuasi harga tersebut telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu 
sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas (migas) tidak bisa 
diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek budgeting, bila penerimaan 
andalan dari migas tetap di pertahankan, maka akan merusak tatanan atau struktur 
penerimaan negara di APBN. Akibatnya, pembangunan nasional yang telah 
dilaksanakan dan diprogramkan diberbagai bidang, dan membutuhkan biaya saat 
itu, bisa saja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program 
pembangunan). 
Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. 
Salah satu adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang 
dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahannya baik 
dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak 
khususnya wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan sebagai suatu 
proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan.  
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Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan 
penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Tidak 
mungkin pemerintah dapat mengerakkan roda pemerintahan dan pembangunan 
nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan 
pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk 
terus meningkat. Ada tiga unsur yang menentukan penerimaan pajak, yakni 
undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib 
Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih. 
Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban 
utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat 
dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax 
avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evation). Penggelapan pajak 
merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang 
tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti 
meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, 
meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. 
Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip 
manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. 
Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama 
sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa 
penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup  




Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen. Secara umum 
perencanaan merupakan  proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan 
kemudian menjadikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan 
ialah memberikan keuntungan yang maksimal untuk jangka panjang kepada para 
pemodal atau pemegang saham yang sudah menginvestasikan kekayaan dan 
mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus 
diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik 
pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus 
mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-
undangan perpajakan. 
Pada umumnya perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada proses 
merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam 
jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun 
demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan 
kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat 
secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.   
Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusahaa untuk memanfaatkan 
peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan 
dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal.  
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Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan 
seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 
implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan 
pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. 
Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang 
dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk 
meminimalkan kewajiban pajak. 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan 
pajak dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu 
dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya 
fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta 
pemilihan metode akuntansi. 
 Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu 
prinsip akuntansi yang berterima umumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan 
dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.  
Dengan uraian diatas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 
melakukan pembahasan dengan judul : ”Analisis Penerapan Perencanaan 





1.2  Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dirumuskan terlebih 
dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah     
“apakah perencanaan pajak pada PT Semen Tonasa sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku”. 
1.3 Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk dapat memenuhi manfaat perencanaan pajak pada PT Semen 
Tonasa sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
2. Untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh    
PT Semen Tonasa dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak PT Semen Tonasa dapat 
membantu pihak manajemen memperoleh informasi yang akurat terkait 
dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak.  
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan 
diadakannya penelitian ini : 
(1) Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam 
menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan terutang sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghindari sanksi- 
7 
 
sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan 
peraturan perpajakan lainnya yang up to date. 
(2) Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan 
kebijakan perencanaan pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah 
dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan memberikan masukan bagi 
perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi 
dalam mencapai laba maksimal melalui perancanaan pajak. 
1.5  Sistematika Penulisan 
 Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka secara garis besar 
penulis akan melakukan pembahasan yang meliputi beberapa bab dengan susunan 
sebagai berikut: 
BAB I     Pendahuluan 
 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  
penulisan, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan. 
BAB II    Tinjuan Pustaka 
 Bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, 
pengelompokkan pajak, pajak penghasilan, kutipan undang-undang 
tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan final, manajemen pajak, 
perencanaan pajak, pengertian perencanaan pajak, tahapan dalam 
membuat perencanaan pajak, manfaat perencanaan pajak, jenis-jenis 
perencanaan pajak, strategi perencanaan pajak, aspek-aspek 
perencanaan pajak, tarif pajak, pemilihan model akuntansi, penyusutan, 
dan koreksi fiskal.  
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BAB III  Metode Penelitian 
 Metodologi yang membahas tentang daerah dan waktu penelitian,  
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis. 
BAB IV  Gambaran Umum Perusahaan 
 Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, sejarah 
singkat perusahaan, visi-misi perusahaan, tujuan perusahaan, struktur 
organisasi perusahaan, dan kegiatan usaha. 
BAB V    Penelitian dan Pembahasan  
 Bab ini menguraikan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh 
perusahaan dalam perhitungan PPh terutang, memaksimalkan penghasilan 
yang dikecualikan, kredit pajak, memaksimalkan biaya fiskal dan 
meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang,  metode 
penyusutan, perbandingan laba rugi sebelum dan sesudah perencanaan   
pajak.  
BAB VI  Penutup 
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                                            BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Pajak  
Ditinjau dari segi sejarahnya, pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala 
yang saat itu pemberiannya sukarela dari rakyat kepada rajanya. Pada mulanya 
pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya 
merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh 
rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat 
memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, 
ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian 
yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja 
atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan 
kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan 
seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi 
status sosialnya dibandingkan rakyat. 
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik 




Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang 
dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : 
Menurut Rachmat Sumitro (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada 
Universitas Padjajaran, Bandung dalam Sitti Resmi (2009:1) mengemukakan 
bahwa dapat diketahui bahwa:  
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum”. 
Lebih lanjut Soeparman Soemahamidjadja (2002:2) mengemukakan 
bahwa: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 
oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak 
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Munawir S. (2002:2), memberikan pengertian, “pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikiler ke sektor pemerintah) 
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 






Unsur pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu :  
1. Iuran rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang dan 
aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi 
Yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak 
dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah  
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara 
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 
luas. 
2.2. Fungsi Pajak  
  Menurut Siti Resmi (2009:2) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai  berikut: 
“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair  (sumber keuangan 
negara) dan fungsi regulerend  (mengatur)” 
 Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:26) menyebutkan bahwa fungsi pajak 
sebagai berikut: 
“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi 
budgetair  dan fungsi regulerend” 
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  Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak 
yaitu fungsi budgetair dan regulerend. Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1) Fungsi  Budgetair (sumber keuangan negara) yaitu, pajak merupakan sumber 
dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
2) Fungsi Regulerend  (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur 
untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya 
seperti dibawah ini : 
a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumen minuman keras. 
b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup 
konsumtif. 
2.3 Pengelompokan Pajak 
 Sistem perpajakan yang di anut di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 
beberapa cara, dalam hal ini akan dikemukakan pengelompokan sebagaimana 
yang ditulis oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut : 
2.3.1 Menurut Golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pajak lain. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 





2.3.2  Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
2.4 Pajak Penghasilan 
 Menurut Waluyo (2006)  : “pajak penghasilan adalah pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 
atau yang diperolehnya  dalam tahun pajak.” 
Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak 
subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, 
artinya  pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak 
lainya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan 
saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif yang penting. 
Dalam pajak penghasilan tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa 
tarif,sebagai berikut : 
1) Tarif marginal   
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. 
Sebagai contoh , tarif pajak penghasilan untuk tahun 2009 bagi wajib pajak 
orang  (perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap 
tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 sampai dengan 
Rp.50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula setiap tambahan penghasilan 
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kena pajak diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan tarif marginal 15% dan 
seterusnya.  
2) Tarif efektif 
Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar 
pengenaan pajak tertentu. 
2.4.1 Kutipan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan 
a. Yang termasuk subjek pajak penghasilan  
1) Orang pribadi  
Adalah mereka yang tinggal atau (berdomisili) atau berada di 
Indonesia ataupun diluar indonesia tanpa melihat batas umur, jenjang 
sosial ekonomi dan kebangsaan  dan kewarganegaraannya. 
2) Warisan 
Warisan  yang belum belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang 
berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka 
yang berhak yaitu ahli waris. 
3) Badan  
Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. 
4) Bentuk usaha tetap (BUT) 
Perusahaan luar negeri yang bergerak dalam kegiatan ekonomi suatu 
negara, dalam hal ini negara Indonesia. 
Subjek pajak dapat pula dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri dan 
subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa subjek pajak 
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dalam negeri adalah wajib pajak membuat SPT sementara subjek pajak 
luar negeri tidak wajib membuat SPT. 
b. Termasuk objek pajak penghasilan  
Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat di pakai 
untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
1.  Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 
dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 
PPh.  
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.  
3. Laba usaha.  
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :  
- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal. 
- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan 
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu atau anggota. 
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- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha. 
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan 
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan 
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 
pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri 
keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya.  
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian 
sisa hasil usaha koperasi.  
8. Royalti.  
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.  
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada 
PP 130 Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang 
debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit 
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kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak 
sampai dengan jumlah Rp 350 Juta). 
12.  Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
14.  Premi Asuransi. 
15.  Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas. 
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang 
belum dikenakan pajak. 
       C. Termasuk bukan objek pajak penghasilan  
a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
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menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
b.  Warisan. 
c.  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.  
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 
yang menggunakan norma penghitungan khusus. 
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa. 
f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada 
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 
lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 
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g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai. 
h.  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. 
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif. 
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 
pasangan usaha tersebut: 
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
 k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 l.  Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 
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paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.  
2.4.2 Pajak Penghasilan Final 
 Pajak penghasilan final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya 
sudah final  (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total 
pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.   
 Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat 
final terdiri atas : 
(1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 
dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
kepada anggota koperasi orang pribadi; 
(2)    Penghasilan berupa hadiah undian; 
(3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 
oleh perusahaan modal ventura; 
(4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 
dan/atau bangunan; dan 
(5) Penghasilan tertentu lainnya,  




Pajak Penghasilan bersifat final yang tersebut diatas adalah  
(1) PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, yaitu PPh atas deviden yang 
diterima oleh wajib pajak orang pribadi. 
(2) PPh final Pasal 15 terdiri dari : 
a. PPh atas pelayanan dalam negeri 
b. PPh atas pelayanan dan penerbangan luar negeri 
c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri 
d. PPh pola bagi hasil 
e. PPh atas kerjasama bentuk BUT 
(3) PPh final pasal 19, yaitu PPh atas revaluasi aset tetap. 
2.5 Manajemen Pajak 
Menurut Lumbatoruan (2005:483), manajemen pajak adalah sarana untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang di bayar 
dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 
diharapkan. 
 Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan 
melalui manajemen pajak. Soprah mendefenisikan bahwa manajemen pajak 
adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah 
pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 
diharapkan. 
Tujuan manajemen pajak terbagi dua yaitu : 
a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 
b. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 
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2.6  Perencanaan Pajak 
2.6.1 Pengertian Perencanaan Pajak 
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam menajemen pajak. Pada 
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan 
dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan 
dilakukan. 
Menurut Zain (2003:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan 
struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang 
tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, 
tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah 
pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut 
penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih 
dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan 
penyelundupan pajak. 
Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:7), perencanaan pajak adalah 
langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan 
penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 
penghematan pajak yang akan dilakukan. 
Perencanaan pajak sebenarnya juga merupakan suatu bagian dari anggraan 
induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapa item anggaran, yaitu 
anggaran PPN termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara 
anggaran PPh badan merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, 
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namun perlu dibuat secara terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis 
oleh manajemen perusahaan. 
Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax 
Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 
berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka tax planning disini sama 
dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha 
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak 
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. 
2.6.2 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak 
Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, 
seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi 
perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya 
kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat 
berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui 
berbagai urutan tahap-tahap berikut ini. 
1. Menganalisis informasi yang ada.  
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 





2.6.3 Manfaat Perencanaan Pajak  
Tax planning merupakan bagian dari manajemen memiliki beberapa manfaat yang 
berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba 
maksimum.  
Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan 
pajak yaitu : 
1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang dapat 
diefisienkan. 
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara 
tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi 
kebutuhan kas terhadap pajak.  
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat 
yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi. 
4. Membuat data-data terbaru untuk mengaupdate peraturan perpajakan. 
Untuk menghemat pajak dapat dilakukan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat. 
2.6.4 Jenis-jenis Perencanaan Pajak 
 Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2003:116) dibagi menjadi 
2 (dua) yaitu : 
(1) Perencanaan pajak domestik nasional (national taxplanning}  
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Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. 
Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak 
suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. 
(2) Perencanaan pajak Internasional (International tax planning) 
 Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang 
domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan 
undang-undang dari negara-negara yang terlibat. 
2.6.5. Strategi Perencanaan Pajak  
a. .Tax saving 
  Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan 
menahan diri untuk tidak membeli produk –produk yang ada pajak 
pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau 
pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan 
dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. 
b. Tax avoidance 
  Yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan 
pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 
terhutang. 
c. Mengindari Pelanggaran Atas Peraturan  Perpajakan 
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 
menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu : 
-    Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan 
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- Sanksi denda pidana atau kurungan 
d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku 
dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan 
dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang 
diperkenankan. 
e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 
Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran 
pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya 
PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas 
perjalanan dinas pegawai. 
Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu 
perencanaan pajak (Suandy : 2001) Upaya Legal Mengefisienkan beban pajak. 
- Tidak melanggar ketentuan perpajakan.  
- Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik 
jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian perencanaan 
pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 
- Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur 






2.6.6. Aspek –Aspek Perencanaan Pajak 
Dalam buku perencanaan pajak sebagai langka peningkatan kepatuhan dan 
efisiensi pajak, dijelaskan beberapa alternative untuk mengolah variabel – 
variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek:   
1) Proyeksi pajak  
2) Bentuk usaha  
3) Bidang usaha  
4) Pengawasan/pemeriksaan pajak 
Selanjutnya, sehubungan dengan penelitian ini, alternativ tersebut diatas 
akan diuraikan secara singkat, kecuali aspek kebijakan akuntansi khususnya 
kebijakan revaluasi aktiva tetap. 
a) Proyeksi pajak 
Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi 
pajak ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi, atau proyeksi atas 
rencana-rencana perusahaan.  
Dalam kamus bahasa Indonesia adalah “suatu perkiraan atau 
perhitungan untuk masa-masa yang akan datang berdasarkan yang ada 
sekarang”. 
Dalam proyeksi–proyeksi tersebut, perusahaan dapat memiliki laba 
yang tinggi serta cash  flow bersaldo kecil,atau mementingkan saldo laba 
yang lebih kecil, pembayaran pajak yang kecil, serta saldo kas yang besar. 




b) Bentuk Usaha 
Bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha 
misalnya : PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, firma, 
persekutuan atau perorangan. 
1) Perseroan Terbatas (PT) 
Bentuk usaha yang terbentuk PT, para pemegang sahamnya terdiri 
dari badan atau perorangan berakibat lain dari segi pemajakannya. 
Penghasilan deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh 
perseorangan terbatas sebagai pemegang saham, bukan sebagai objek 
pajak penghasilan . Begitu pula dengan deviden atau bagian laba yang 
diterima koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik 
Negara, atau badan usaha milik daerah, anggota perseorangan komanditier 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.  
2) Perusahaan pusat dan cabang 
Perusahaan pusat dan cabang akan lebih efektif bila diajukan 
permohonan sentralisasi faktur PPN. Dengan sentralisasi pemindahan atau 
pengiriman barang antar pusat kecabang dan sebaliknya atau pengiriman 
antar cabang, tidak perlu dikenakan PPN, jadi tidak perlu mengeluarkan 
PPN. 
c) Bidang usaha 
Bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang 
berbeda, misalnya untuk perusahaan kontruksi dikenakan pajak 
penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan 
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peraturan pemerintah No.140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan 
dari usaha dari jasa kontruksi yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 
dan keputusan menteri keuangan No.559/KMK.04/2000 yang mulai 
berlaku 26 desember 2000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih yang 
cukup besar lebih dari 10%, maka pengenaan pajak penghasilan sebesar  
besar 2% ini menguntungkan. 
d) Pengawasan / pemeriksaan pajak 
Direktorat jendral pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan 
tujuan untuk : 
1) Menetapkan pajak - pajak negara terhutang. 
2) Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan 
saldo laba tahun berikutnya. 
e) Kebijakan Akuntansi  
1) Penilaian persediaan  
Kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan 
mengunakan FIFO atau Average Method, sedangkan LIFO tidak 
diperkenankan dalam ketetapan perpajakan. Sesuai dengan undang-
undang No. 17 tahun 2000 pasal 10 ayat 6 adalah  “persediaan dan 
pemakaiaan persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai 
dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan 
cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”. dalam 
keadaan harga barang cenderung naik, maka average method akan 
lebih menguntungkan, karena harga pokok penjualan akan lebih 
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besar bila dibandingkan dengan metode FIFO akan lebih 
menguntungkan, karena persediaan akan lebih kecil dan harga pokok 
persediaan akan lebih kecil. Dengan pertimbangan bahwa, setiap 
perusaahaan memiliki metode perhitungan persediaan yang konstan 
tiap tahunnya.  
2) Sewa guna usaha 
Sewa guna usaha (leasing) aktiva tetap juga sangat menguntungkan 
dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi pemajakan, aktiva 
tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi beban angsuran 
lebih besar dari beban penyusutan,maka pembebanan pajaknya dapat 















2.7  Tarif Pajak  
1)  Tarif Pasal 17 UU no. 36 tahun 2008 (tarif umum) Untuk Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri (mulai 2009). 
a. WP orang pribadi  
Lapisan Penghasilan Kena Pajak       Tarif Pajak 
1. Sampai dengan Rp 50.000.00,00                                 5% 
2. Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00                  15% 
3. Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00       25% 
4. Di atas Rp 500.000.000,00          30% 
b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % 
2)  Tarif PPh No. 17 Tahun 2000 
a. WP Orang Pribadi : 
1. Sampai dengan Rp 25.000.00,00                                  5% 
2. Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00                  10% 
3. Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00       15% 
4. Diatas Rp.100.000.000 s.d Rp 200.000.000        25% 
5. Di atas Rp 200.000.000,00          35% 
b. WP Badan  
1. Sampai dengan RP. 50.000.000                    10% 
2. Diatas 50.000.000 s.d Rp 100.000.000                   15% 
3. Diatas Rp 100.000.000                     30% 
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Tapi peraturan ini kemudian diperbaharui sehingga untuk Wajib Pajak 
Badan dalam negeri dan BUT ditetapkan tarif tunggal sebesar 25% untuk tahun 
pajak 2010. 
Dengan disempurnakannya Undang-Undang Perpajakan, berarti 
kelemahan-kelemanahan didalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan 
perpajakan sudah dapat diatasi. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal 
pun di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang 
melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak sehingga usaha-usaha 
mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk 
tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal. 
2.8 Pemilihan Metode Akuntansi 
2.8.1. Penyusutan  
 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan 
sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan 
karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. 
Mulai tahun 1995, Wajib pajak diperkenankan unutk memilih metode penyusutan 
final untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis 
lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun, sehingga 
menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena 
pajak. Jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan 
keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaliknya 
memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan 
yang lebih kecil. 
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2.8.2. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan. 
 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh No. 36 tahun 2008, 
bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh 
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai 
dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip perbandingan antara 
pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk 
mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus 
pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan 
tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum 
penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. 
 Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap 
dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang 
berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil sejenis masih boleh 
menggunakan penyusutan secara golongan. 
 Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11 penyusutan dimulai pada 
bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses 







2.8.3. Penyusutan Berdasarkan Akuntansi Keuangan 
 Aset tetap dan akuntansi penyusutan dalam Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) di dalam Pernyataan Standar Badan Akuntansi Keuangan tentang Aset 
tetap dan Aset Lain-lain, PSAK Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan. 
 Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk siap kali atau dibangun lebih 
dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual 
dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih 
dari satu tahun. 
 penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki biaya perolehan 
cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh asset harus disusutkan 
secara terpisah.  
 Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut siap untuk 
digunakan, yaitu pada saat asset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang 
diinginkan agar asset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud 
manajemen. Penyusutan dari asset dihentikan lebih awal ketika : 
a. Asset tersebut diklarifikasi sebagai asset dimiliki untuk dijual atau asset 
tersebut termasuk dalam kelompok asset yang tidak dipergunakan lagi dan 
diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual; dan 
b. Asset tersebut dihentikan pengakuannya yaitu : 
- Dilepaskan, dan  
- Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari 
penggunaan atau pelepasannya. 
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Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat asset tersebut tidak 
dipergunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis 
disusutkan. Namun apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah ustage 
method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan menjadi nol 
bila tidak ada produksinya.  
2.9  Koreksi Fiskal  
  Dalam mempertimbangkan tentang materi penyusunan perencanaan pajak 
harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan koreksi fiskal. Pada 
dasarnya koreksi fiskal terjadi karena adanya penyesuaian terhadap Laporan 
Keuangan Nasional, penyesuaian tersebut didasarkan pada peraturan perpajakan 
sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal. Dalam hubungan ini 
koreksi fiskal dapat digolongkan dalam dua jenis perbedaan yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Perbedaan Waktu  
Perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya 
perbedaan waktu yang berkenaan terhadap pendapatan atau biaya tertentu 
yang diatur menurut Standar Akuntansi Indonesia. 
b. Perbedaan Tetap 
Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya 
perbedaan yang bersifat permanen yang berkenaan terhadap pendapatan 
atau biaya tertentu yang diatur menurut Standar Akuntansi keuangan. 
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Pemberlakuan terhadap kedua perbedaan tersebut yang juga disebut koreksi fiskal 
akan mempengaruhi secara langsung terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), 
dalam hal ini koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 
a. Koreksi Fiskal Positif 
Koreksi fiskal positif terjadinya perubahan penambahan terhadap 
pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil 
yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal. 
b. Koreksi Fiskal Negatif  
Koreksi fiskal negatif ialah terjadinnya perubahan pengurangan terhadap 
pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil 




























3.1 Daerah dan Waktu Penelitian  
PT Semen Tonasa yang berkantor pusat di Desa Biring Ere, kecamatan 
Bungoro, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati lahan seluas 715 ha, 
dan berjarak sekitar 68 km dari kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 
a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengambilan data dan informasi 
yang relevan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 
semua proses yang diterjadi di perusahaan. 
b. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai 
perencanaan pajak dan implementasinya melalui literatur-literatur, 
laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, 
artikel majalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan 
yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini.  
c. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya 
jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang dan melalui observasi 
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terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan, 
struktur organisasi, perhitungan laba/rugi, dan bukti setoran pajak tahunan. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
3.3.1 Jenis data 
a. Data kualitatif yaitu data yang berupa angka-angka, bukti-bukti transaksi 
seperti; faktur pajak, surat setoran pajak, laporan pajak dan laporan 
keuangan perusahaan. 
b. Data kuantitatif  yaitu data yang yang berupa sejarah perusahaan, struktur 
organisasi perusahaan dan lain-lain.. 
3.3.2 Sumber Data 
 Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data primer, merupakan data yang diperoleh penulis dengan mengadakan 
observasi secara langsung dilapangan guna memperoleh data intern       
PT Semen Tonasa berupa struktur organisasi, anggaran tahunan, laporan 
perpajakan, dan laporan keuangan.  







3.4 Metode Analisis   
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian : 
a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data 
laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana cara menerapkan perencanaan 
pajak dalam upaya meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan bagi Wajib 
Pajak Badan. 
b. Analisis Komparatif, dengan membandingkan hasil dari laporan keuangan 
yang telah disusun oleh perusahaan berdasarkan undang-undang no.17 Tahun 
2000 dengan ketentuan terbaru yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008. 
Adapun langkah analisis data yang penulis adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari catatan 
lapangan dan dokumentasi.  
b. Mengidentifikasi metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. 
c. Melakukan perbandingan antara besarnya pajak penghasilan sebelum 
melakukan perencanaan pajak dan sesudah penerapan perencanaan pajak. 















GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
PT Semen Tonasa yang kini berkantor pusat di Desa Biring Ere, 
kecamatan Bungoro, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati lahan 
seluas 715 ha, dan berjarak sekitar 68 km dari kota Makassar, ibukota provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan kapasitas terpasang 3,48 juta ton per tahun. 
4.1.2 Pabrik Semen Tonasa Unit I 
Unit I didirikan berdasarkan TAP MPRS RI No. II/MPRS/1960 tanggal 5 
Desember 1960. Pembangunan Pabrik Semen Tonasa Unit I dilaksanakan oleh 
proyek Semen Tonasa dan dibantu oleh kontraktor dalam negeri. 
Memulai pembangunan terlebih dahulu diadakan survey bahan baku untuk 
keperluan pabrik. Kegiatan survei ini dilaksanakan oleh tim Technoepart 
Chekoslavia di mana pengeboran dan pengambilan bahan baku yang berlangsung 
antara tanggal 8 Agustus sampai dengan 5 Mei 1961 dibantu oleh lembaga 
geologi Bandung. Analisa contoh bahan baku tersebut, dilakukan oleh Balai 
Penelitian Kimia Ujung Pandang. 
Pembangunan pabrik PT Semen Tonasa Unit I selesai dan diresmikan pada 
tanggal 2 November 1968 oleh Menteri Perindustrian, M.Yusuf, dengan lokasi di 





4.1.3. Pabrik Semen Tonasa Unit II 
Pabrik Semen Tonasa Unit II didirikan berdasarkan persetujuan 
BAPENAS No. 023/XC-LC-B.V.76 dan No. 285/D.I/IX/76 tepatnya tanggal 2 
September 1976. Dana pembangunan pabrik Semen Tonasa Unit II diperoleh dari 
bantuan kredit ekspor pemerintah Kanada $ 83.600.000 dan biaya lokal sebesar 
Rp 18.307.000.000 atau Canada $ 127.525 (Can $ 1 = Rp 47). 
Pabrik Semen Tonasa Unit II kini berlokasi di desa Mangilu, kecamatan 
Bungoro, kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya 25 km 
sebelah utara pabrik Semen Tonasa Unit I. Pembangunan pabrik Semen Tonasa 
Unit II meliputi: pembangunan pabrik, pembangunan khusus semen di 
Biringkassi, serta pembangunan jalan raya dari Tonasa II ke Pelabuhan 
Biringkassi. 
Pembangunan pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat penurunan barang-
barang yang merupakan kebutuhan pabrik antara lain: gypsum, sparepart,  fall oil, 
dan sebagainya. Fungsi lain dari pelabuhan ini adalah sebagai tempat pengiriman 
hasil produksi pabrik Semen Tonasa ke daerah selain Sulawesi Selatan. 
Pembangunan pabrik Semen Tonasa Unit II ini selesai pada tanggal 5 Desember 
1979 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 Februari 1980. 
Program optimalisasi Tonasa Unit II ini dilaksanakan pada tahun 1991 
secara swakelola sehingga pabrik yang mulanya berkapasitas terpasang 510.00 





4.1.4. Pabrik Semen Tonasa Unit III 
Pabrik Semen Tonasa Unit III dibangun berdasarkan persetujuan 
BAPENAS No. 32/XC-LC/B.V/1981 dan No. 2177/WK/10/1981. Lokasi pabrik 
Semen Tonasa Unit III sama dengan pabrik Semen Tonasa Unit II. Pabrik Semen 
Tonasa Unit III diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985 didampingi 
oleh Lee Kwan, Perdana Menteri Singapura. 
Jumlah investasi pada pembangunan pabrik Semen Tonasa Unit III ini 
diperoleh dari bantuan ekspor dari pemerintah Jerman Barat. Pabrik ini 
menggunakan proses kering dengan kapasitas terpasang 590.000 ton/tahun. 
Karena pertimbangan ekonomis, sejak tahun 1987 bahan bakar pabrik Semen 
Tonasa Unit III diganti dengan batu bara, sedangkan sebelumnya menggunakan 
BCO. 
Surat Menteri Keuangan No. S-1347/MK-013/1990 tanggal 29 Oktober 
1990 menyetujui PT Semen Tonasa untuk go public. Dengan surat tersebut, maka 
kegiatan operasional PT Semen Tonasa berlandaskan pada peraturan pemerintah 
No. 55 tahun 1990 sebagai pengganti peraturan pemerintah No. 3 tahun 1983, hal 
ini ditegaskan dengan surat Menteri Keuangan No. S-1549/MK.013/1990 tanggal 
29 November 1990. 
4.1.5. Pabrik Semen Tonasa Unit IV 
Pabrik Semen Tonasa Unit IV didirikan berdasarkan SK Menteri 
Perindustrian No. 182/MPP IX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan SK Menteri 
Keuangan RI No. 154/MK.013/1990. Adanya kebijakan pemerintah yang 
memprioritaskan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
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mengakibatkan kawasan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk 
mengatasi kebutuhan akan semen yang cukup besar, maka dibangunlah pabrik 
Semen Tonasa Unit IV. Pembangunan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri dengan kapasitas terpasang sebesar 2.300.000 ton/ tahun. Sejak 
beroperasi pada awal tahun 196 dengan tahap percobaan memproduksi terak 
(klinker), maka kapasitas terpasang produksi PT Semen Tonasa untuk tahun 1996 
menjadi 3.480.000 ton/tahun. Penggilingan semen telah dimulai pada bulan 
Oktober 1995. Dengan adanya kapasitas produksi PT Semen Tonasa, maka 
kebutuhan akan semen di wilayah Indonesia Timur dapat terpenuhi. 
Sejak tanggal 15 September 1995, PT Semen Tonasa dikonsolidasikan 
dengan PT Semen Gresik, melalui akuisisi berdasarkan nilai wajar aktiva yang 
diakuisisi dan kewajiban yang ditanggung. Dengan demikian, seluruh saham yang 
disetor penuh Rp.304.000.000.000,00 dimiliki oleh PT Semen Gresik. 
4.2.  Visi dan Misi Perusahaan 
4.2.3. Visi 
Visi PT Semen Tonasa adalah “ Menjadi perusahaan persemenan 
terkemuka di Asia”. 
4.2.4. Misi 
Misi PT Semen Tonasa adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan nilai perusahaan sesuai keinginan stakeholders. 
b. Memproduksi semen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan 
kualitas dan harga bersaing serta penyerahan tepat waktu. 
c. Menggunakan teknologi yang lebih efesien, aman, dan ramah lingkungan. 
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d. Membangun lingkungan kerja yang mampu membangkitkan motivasi 
karyawan secara professional. 
4.3.  Tujuan Perusahaan 
Dalam peraturan pemerintah No. 55 tahun 1990 Bab III pasal 4 disebutkan 
tanggung jawab pengelolaan perusahaan dilakukan oleh direksi sesuai dengan 
ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan. 
Tujuan perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar 
perusahaan yang telah diubah dengan Akta No. 31 tanggal 9 Januari, No. 191 
tanggal 29 Mei, dan No. 40 tanggal 8 Juni 1991. Ketiganya dibuat dihadapan Ny. 
Poertaningsih Adiwarsito, SH., notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan SK No. C2-2102/HT tanggal 12 Juni 
1991. Tujuan perusahaan adalah: 
a. Perusahaan bertujuan turut melaksanakan, menunjang kebijaksanaan dan 
program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumny dan khususnya di bidang persemenan dan industri lainnya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan menjalankan usaha di bidang: 
1. Produksi 
Menambang dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi 
bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen, mengolah 
bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (semen 
portland, semen putih, dan sebagainya), serta mengolah berbagai 




2. Pemberian jasa 
Memberi jasa untuk industri semen antara lain studi penelitian, 
pengembangan, rancangan bangunan dan perekayasaan, industri 
konstruksi, manajemen pengoperasian pabrik, pergudangan dan 
angkutan perbaikan pemeliharaan peralatan, konsultasi (kecuali 
konstruksi dalam bidang hukum), dan jasa teknis lainnya. 
3. Perdagangan 
Penyelenggaraan kegiatan pemesanan dan distribusi berbagai macam 
semen serta barang-barang hasil produksi lainnya atau barang-barang 
lainnya yang menggunakan semen sebagai bahan pokok, dengan cara 
atau dengan jalan tertentu serta melakukan kegiatan-kegiatan 
perdagangan baik dalam maupun luar negeri. 
4. Usaha lainnya 
Melakukan usaha atau kegiatan lainnya yang merupakan sarana 
lengkap atau menunjang guna mencapai tujuan perusahaan. 
b. Perusahaan dapat pula mendirikan/menjalankan perusahaan dan usaha 
lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, 
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lainnya 
sepanjang yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-






4.4.  Struktur Organisasi 
Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 
penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan 
berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu 
sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut 
mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah 
dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. 
4.4.1. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi PT Semen Tonasa adalah gabungan dari struktur 
organisasi garis dan staf. Kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang 
saham, yaitu PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan Koperasi Karyawan 
Semen Tonasa (KKST) yang membawahi Dewan Komisaris. Perusahaan 
dipimpin oleh Direktur Utama yang dibantu oleh empat orang Direktur. 
a. Direktur Utama 
Direktur Utama mengemban tugas dalam memimpin, mengkoordinasi, 
dan mengendalikan semua kegiatan pengelolaan yang telah ditetapkan 
dalam rangka pengembangan kemajuan yang meliputi semua bidang 
perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama dibantu 
oleh empat orang direksi untuk mengurus kegiatan-kegiatan pada 
bidangnya masing-masing. Direktur Utama juga mengawasi langsung 
kegiatan yang terjadi di Departemen Pengawasan Intern. Departemen 
ini dibantu oleh dua Biro, yaitu Biro Pengawasan Operasional dan Biro 
Keuangan, serta dibantu oleh Seksi-seksi. 
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b. Direktur Produksi 
Direktur Produksi bertugas membantu Direktur Utama dan mengawasi 
langsung kegiatan yang terjadi pada empat Departemen, yaitu: 
1. Departemen Produksi Bahan Baku 
Departemen ini membawahi Biro Penambangan, Biro 
Pemeliharaan Alat Berat, Biro Operasi A. Seperti departemen-
departemen lainnya, departemen ini juga membawahi beberapa 
seksi dalam menjalankan tugasnya. 
2. Departemen Produksi Terak 
Departemen ini membawahi Biro Operasi B, Biro Pemeliharaan 
Mesin B, Biro Pemeliharaan Listrik dan Instrumen B, dan dibantu 
beberapa seksi dalam menjalankan tugasnya. 
3. Departemen Produksi Semen 
Departemen ini membawahi Biro Operasi C, Biro Pemeliharaan 
Mesin C, Biro Pemeliharaan Listrik dan Instrumen C, dan dibantu 
oleh beberapa seksi dalam menjalankan tugasnya. 
4. Departemen Teknik dan Utilitas 
Departemen ini membawahi Biro Bengkel Pabrik, Biro Teknik 
Pabrik, Biro K-3 Pabrik, Biro Energi, dan dibantu oleh beberapa 
seksi dalam menjalankan tugasnya. 
c. Direktur Litbang dan Operasi 
Direktur Litbang dan Operasi bertugas membantu Direktur Utama 
dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan Sumber Daya 
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Manusia. Direktur Litbang dan Operasi dibantu oleh tiga Departemen, 
yaitu: 
1. Departemen Litbang dan Manajemen (Litbangmen) 
Departemen ini membawahi Biro Litbang Sistem Perusahaan 
Manajemen (Litbang Sispermen), Litbang Usaha, dan dibantu oleh 
beberapa seksi dalam menjalankan tugasnya. 
2. Departemen Litbang Teknis (Litbangtek) 
Departemen ini membawahi tiga Biro dalam menjalankan 
tugasnya, yaitu Biro Rancang Bangun, Biro Konstruksi, dan Biro 
Penelitian Teknis QA, serta dibantu oleh beberapa seksi dalam 
menjalankan tugasnya. 
3. Departemen Pengadaan dan Pengelolaan Persediaan (PP 
Persediaan) 
Depertemen ini membawahi dua Biro dalam menjalankan 
tugasnya, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Biro Pengadaan Jasa, 
serta dibantu oleh beberapa seksi dalam menjalankan tugasnya. 
d. Direktur Pemasaran 
Direktur Pemasaran bertugas membantu Direktur Utama dalam 
mengawasi secara langsung dua Departemen, yaitu: 
1. Departemen Pemasaran 
Departemen ini membawahi Biro Perencanaan dan Adminstrasi 
Pemasaran, Biro Pemasaran Wilayah 1, Biro Pemasaran Wilayah 2, 
dan Biro Pemasaran Wilayah 3, serta dibantu oleh beberapa seksi. 
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2. Departemen Distribusi 
Departemen ini membawahi Biro Distribusi 1, Biro Distribusi 2, 
dan Biro Perencanaan dan Pengadaan Semen dan Kantong, serta 
dibantu oleh beberapa Seksi. 
e. Direktur Keuangan  
Direktur Keuangan bertugas membantu dan mengawasi langsung 
kegiatan yang terjadi pada tiga Departemen, yaitu: 
1. Departemen Treasury 
Departemen ini merupakan departemen yang baru dibentuk untuk 
membantu tugas Direktur Keuangan. Departemen ini membawahi 
Biro Pengelolaan Dana dan Pajak dan Biro Pengelolaan Hutang 
Piutang dan Aset, serta dibantu oleh beberapa seksi. 
2. Departemen Akuntansi 
Departemen ini membawahi Biro Akuntansi Umum dan Biro 
Akuntansi Manajemen, serta dibantu oleh beberapa seksi. 
3. Departemen SDM 
Departemen ini membawahi Biro Pelayanan SDM, Biro 








4.5. Kegiatan Usaha PT. Semen Tonasa 
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa utamanya adalah 
bergerak dibidang produksi semen, pemberian jasa, perdagangan dan usaha 
lainnya. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan klien 
dalam pengembangan sebuah pembangunan sehingga mencapai sebuah 
keberhasilan dalam pengembangan manajemen sumber daya dan resiko. Atau 
dengan kata lain pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya. 
Dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan, seperti halnya perusahaan-
perusahaan lain, PT. Semen Tonasa juga diwajibkan menyelenggarakan 
pembukuan yang benar dan selengkap-lengkapnya atas semua transaksi yang 
terjadi dan menyusun sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi 
perusahaan sehingga dapat dihitung besarnya jumlah pajak terutang yang harus 























5.1. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Oleh Perusahaan 
dalam Perhitungan PPh Terutang  
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai beberapa kewajiban 
akuntansi, antara lain : 
1. Dasar pembukuan yang dilakukan perusahaan adalah accrual basis. 
2. Sistem penilaian persediaan menggunakan metode avarege. 
3. Sistem pencatatan persediaan dilakukan dengan pencatatan perpetual. 
4. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus.  
5.1.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan 
 Dalam melaksanakan perencanaan pajak wajib pajak berupaya untuk 
meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang 
dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha 
memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Karena itu,  perlu diketahui 
penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final 
dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak 
ialah penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1            
Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi                      






5.1.2. Kredit Pajak 
 PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan memulai pemotongan oleh 
pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak 
final. Jika pemungutan PPh pasal 22 bersifat final, maka jumlah pajak yang telah 
dibayar dalam tahun berjalan tersebut dapat dikreditkan dari total PPh terutang 
pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). 
 Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak yang dipungut PPh 
pasal 22 dalam pelaksanaan perencanaan pajak, yaitu yang mengoptimalkan kredit 
pajak adalah : 
1. Inventarisir transaksi-transaksi yang dipungut PPh pasal 22 yang bersifat 
final; 
2. Pastikan bahwa dokumen yang menjadi dasar pengkreditan (SSP atau 
Bukti Pungut) telah diterima atau diisi dengan benar; 
3. Arsipkan dengan baik SSP atau bukti pungut tersebut; 
4. Pastikan bahwa SSP atau bukti pungut telah dikreditkan dalam SPT 
tahunan;  
5.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak  
Diperkenankan Sebagai Pengurang 
1) Biaya Makan/Minum 
 Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras 
kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi 
karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek 
Pajak PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk 
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natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan 
menambah PPh pasal 21 terutang. 
 Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 
tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan 
sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 
Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat 
dibiayakan oleh perusahaan. Dengan demikian disisi perusahaan akan mengurangi 
PPh badan yang terutang. 
 Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian 
makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka 
akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan 
pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan 
merupakan penghasilan bagi karyawan sedangkan apabila diberikan berupa 
tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena 
Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberikan 
makan dan minum bersama karyawan sudah baik. 
(2) Transportasi Karyawan 
 Untuk transportasi karyawan perusahaan menyediakan bus untuk 
transportasi bagi pegawai yang berkantor dipabrik yang berada di kabupaten 
pangkep. Pemberian transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang objek pajak pasal 21 merupakan penghasilan 
yang dikenakan bagi para karyawan menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 
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ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi 
perusahaaan. 
 Dengan demikian, perusahaan ini mempertimbangkan kembali selisih 
biaya yang harus perusahaan keluarkan jika memberikan tunjangan transportasi 
kepada karyawan. Jika dari hasil perhitungan kemudian di dapatkan hasil bahwa 
biaya yang dikeluarkan untuk memberi tunjangan transportasi langsung kepada 
karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus transportasi saja. 
Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan pajak karena 
pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena 
Pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh terutang perusahaan.  
(3) Tunjangan Asuransi  
 Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh No. 36 Tahun 
2008 pada pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam 
Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, 
menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang 
objek pajak PPh pasal 21, adalah penghasilan berupa Objek Pajak. Premi yang 
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam 
menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung sebagai pengurangan 
penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 
(4) Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan 
 Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan direktur 
pemasaran. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan dipakai oleh 
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direktur, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai  biaya perawatan dan 
penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang 
dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya 
perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam 
tahun pajak yang bersangkutan. 
 Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak 
diberikan sebagai fasilitas bagi direktur, melainkan digunakan sepenuhnya hanya 
untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari penggunaan kendaraan 
kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya supir perusahaan. 
5.2.1. Metode Penyusutan 
 Metode Penyusutan yang diperbolehkan yaitu metode garis lurus ( straight 
line method) dan metode saldo menurun (declining balance method) dan 
perusahaan saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. 
 Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang 
diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu dalam 
penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi 
terhadap biaya penyusutan. Akan tetapi kedua metode tersebut sebenarnya 
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda 
mengingat adanya perbedaan kepentingan. 
 Namun demikian apabila menjadi dasar perbandingan adalah faktor 
komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future falue. Mana 
yang dipilih dari kedua metode penyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan 
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kebijakan perusahaan dapat bertentangan. Disatu pihak diinginkan laba tinggi itu 
maka PPh juga menjadi tinggi. 
5.2.2 Perbandingan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan 
Pajak 
Berikut ini adalah analisis mengenai perbandingan laporan laba rugi fiskal 
sebelum dan sesudah perencanaan pajak.  
Tabel 5.1 
PT SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
  
Laba Rugi Fiskal                           
(sebelum tax planning) 
Penjualan 647.520.148.671 
Beban Pokok Penjualan  368.861.932.447 
                                   LABA KOTOR Rp. 278.658.216.224 
BEBAN USAHA   
Beban Penjualan    
Pengiriman Penjualan 35.048.771.841 
Pengepalan 45.075.578.205 
Pengelolaan gudang  18.205.456.407 
Promosi 9.662.560.160 
Humas Perjalanan  
                                        
513.131.724 
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 1.050.263.279 
Perjalanan dinas 701.070.526 
Pemeliharaan  264.184.780 
Pengembangan dan rekuitment 167.472.900 
lain-lain 87.874.190 
Jumlah Beban Penjualan  Rp.110.776.364.012 
Beban Umum dan Administrasi   
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 26.276.914.654 
Program kemitraan dan bina lingkungan  165.078.727 
Kewajiban estimasi pasca kerja 1.590.058.078 
Pemeliharaan 1.243.878.592 
Asosiasi dan organisasi  23.024.808 
Promosi dan jamuan 523.315.570 
Perjalanan dinas 1.822.817.437 
Pengiriman barang dan dokumen  175.275.177 
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Pajak asuransi dan sewa 622.567.912 
Kantor 5.061.655.581 
Penyusutan dan Amortisasi  2.819.340.686 
Survey dan penelitian 155.282.400 
Jasa professional 23.152.396 
Pendidikan, listrik, air, dan telpon 513.286.125 
Sumbangan 1.040.722.200 
Jumlah beban umum dan administrasi  Rp.42.056.370.343 
Jumlah Beban Usaha Rp.152.832.734.355 
 LABA USAHA  Rp.125.825.481.869 
Pendapatan Beban Lain-lain    
Pendapatan lain-lain   
jasa giro 93.456.934 
Lainnya 794.931.669 
Jumlah pendapatan lain-lain Rp. 888.388.603 
Beban lain-lain   
Bunga Pinjaman 49.667.774.798 
Manajemen fee 18.979.959.679 
Denda hutang bunga 3.915.258.948 
Jasa agen fasilitas 150.000.000 
Jasa rekening penampung 43.000.000 
Rugi selisih kurs 776.379.125 
Jumlah Beban Lain-lain Rp.73.532.345.700 
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain Rp.72.643.957.097 
    
LABA SEBELUM PAJAK Rp. 53. 181.524.772 
Beda waktu :   
Beban manfaat karyawan 589.359.183 
Deplesi 367.782.978 
Penyusutan aset tetap 499.889.864 
Beda permanen :   
Jamuan, sumbangan dan promosi 2.478.339.957 
Pajak 559.797.479 
Beban komunikasi 55.233.449 
Pemeliharaan 98.858.216 
Jasa giro (93.459.934) 
Taksiran laba (rugi) fiskal Rp. 57.737.325.964 






1) Sebelum Perencanaan Pajak 
PPh Terutang Tahun 2010 
25 % x Rp. 57.737.325.000 = Rp. 14.434 331.000 
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 
- Penyusutan Aset Tetap   Rp. 99.955.899 
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih   Rp. (44.896.971) 
- Kewajiban Est. Imbalan Kerja   Rp. (47.774.845) + 
Rp.     7.284.038 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan Rp. 14.427.046.000 
Sebelum dilakukan perencanaan pajak, laba bersih setelah pajak : 
Laba Bersih Komersil  : Rp.  53.181.524.772 
Pajak Penghasilan   : Rp. (14.427.046.000) 




PT. SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
  
Laba Rugi Fiskal                           
(sesudah tax planning) 
Penjualan 647.520.148.671 
Beban Pokok Penjualan  368.861.932.447 
                                   LABA KOTOR Rp. 278.658.216.224 
BEBAN USAHA   
Beban Penjualan    
Pengiriman Penjualan 35.048.771.841 
Pengepalan 45.075.578.205 
Pengelolaan gudang  18.205.456.407 
Promosi 9.662.560.160 
Humas Perjalanan  
                                          
513.131.724 
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 1.050.263.279 
Perjalanan dinas 701.070.526 
Pemeliharaan  264.184.780 
Pengembangan dan rekuitment 167.472.900 
lain-lain 87.874.190 
Jumlah Beban Penjualan  Rp.110.776.364.012 
Beban Umum dan Administrasi   
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 26.276.914.654 
Program kemitraan dan bina lingkungan  165.078.727 
Kewajiban estimasi pasca kerja 1.590.058.078 
Pemeliharaan 1.243.878.592 
Asosiasi dan organisasi  23.024.808 
Promosi dan jamuan 523.315.570 
Perjalanan dinas 1.822.817.437 
Pengiriman barang dan dokumen  175.275.177 
Pajak asuransi dan sewa 622.567.912 
Kantor 5.061.655.581 
Penyusutan dan Amortisasi  2.819.340.686 
Survey dan penelitian 155.282.400 
Jasa professional 23.152.396 
Pendidikan, listrik, air, dan telpon 513.286.125 
Sumbangan 1.040.722.200 
Jumlah beban umum dan administrasi  Rp.42.056.370.343 















 LABA USAHA  Rp.125.825.481.869 
Pendapatan Beban Lain-lain    
Pendapatan lain-lain   
jasa giro 93.456.934 
Lainnya 794.931.669 
Jumlah pendapatan lain-lain Rp. 888.388.603 
Beban lain-lain   
Bunga Pinjaman 49.667.774.798 
Manajemen fee 18.979.959.679 
Denda hutang bunga 3.915.258.948 
Jasa agen fasilitas 150.000.000 
Jasa rekening penampung 43.000.000 
Rugi selisih kurs 776.379.125 
Jumlah Beban Lain-lain Rp.73.532.345.700 
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain Rp.72.643.957.097 
    
LABA SEBELUM PAJAK Rp. 53. 181.524.772 
Beda waktu :   
Beban manfaat karyawan 589.359.183 
Deplesi 367.782.978 
Penyusutan aset tetap 499.889.864 
Beda permanen :   
Jamuan, sumbangan dan promosi 2.478.339.957 
Pajak 559.797.479 
Beban komunikasi 55.233.449 
Pemeliharaan - 
Jasa giro (93.459.934) 
Taksiran laba (rugi) fiskal Rp. 57.638.467.748 
Laba fiskal setelah pembulatan          Rp. 57.638.467.000 
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2) Sesudah Perencanaan Pajak 
PPh Terutang Tahun 2010 
25 % x Rp.57.638.467.000 = Rp. 14.409.616.000 
 
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 
- Penyusutan Aset Tetap  Rp. 99.955.899 
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih  Rp. (44.896.971) 
- Kewajiban Est. Imbalan Kerja  Rp. (47.774.845) + 
Rp.     7.284.038 
 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan Rp. 14.402.331.000 
 
Setelah dilakukan perencanaan pajak, laba bersih setelah pajak : 
Laba Bersih Komersil  : Rp.  53.181.524.772 
Pajak Penghasilan   : Rp. (14.402.331.000) 
Laba Setelah Pajak   : Rp. 38.779.193.772 
 
Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan 
pajak adalah sebesar Rp. 24.715.000. Laba bersih setelah pajak yang siap 




Penghematan ini terjadi karena ditiadakan mobil dinas sebagai fasilitas, 
melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. 
Sehingga biaya pemeliharaan yang telah dikoreksi sebesar Rp.  98.858.216 
 Selama tahun 2010 PT Semen Tonasa memiliki kewajiban PPh pasal 29 
yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan perhitungan tahun 
sebelumnya. Hal ini sesuai dengan SPT tahunan 2010 yang telah disampaikan ke 
Kantor Pelayanan Pajak. 
Tabel 5.3 
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak  
PT. Semen Tonasa  
(sebelum Tax Planning) 
Keterangan  2010 
Penghasilan Kena Pajak Rp. 57.737.325.000 
PPh Terutang Rp. 14.434.331.000 
    
Kredit Pajak :   
PPh Pasal 22 dan 25 Rp.1.982.637.712 
PPh Terutang Tahun 2010 Rp. 12.451.693.288 
    
 
Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila Wajib Pajak 
menerapkan perencanaan pajak secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan 
yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat 








Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilan PPh 
terutang untuk tahun 2010 sebesar Rp. 14.409.616.000 secara otomatis membantu 
menurunkan PPh terutang perusahaan. Yang mana PPh terutang perusahaan 
sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp. 12.451.693.288 turun 
menjadi Rp. 12.426.978.288. sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi 
penghematan pajak sebesar Rp. 24.715.000   
 








Tabel 5.4  
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak  
PT. Semen Tonasa  
(sesudah Tax Planning) 
Keterangan  2010 
Penghasilan Kena Pajak Rp.57.638.467.000 
PPh Terutang Rp. 14.409.616.000 
    
Kredit Pajak :   
PPh Pasal 22 dan 25 Rp.1.982.637.712 
PPh Terutang Tahun 2010 Rp. 12.426.978.288 





6.1 Simpulan  
Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Semen Tonasa 
untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang menghasilkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
(1) Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan 
juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang 
dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan 
biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai 
pengurang. 
 Kemudian perusahaan juga lebih memilih menggunakan metode penyusutan 
garis lurus (straight line). 
(2) Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang 
diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 
ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti 







Kemudian dapat pula dilihat hasil penerapan perencanaan pajak yang 
meniadakan fasilitas mobil dinas, ternyata bisa menambah biaya pemeliharaan 
sebesar Rp. 98.858.216 bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang 
penghasilan kena pajak. 
Dengan menerapkan perencanaan pajak maka perusahaan telah melakukan 
penghematan  pajak sebesar  Rp. 24.715.000, sehingga laba komersil yang 
sebelum perencanaan adalah Rp. 38.754.478.772 naik menjadi                            
Rp. 38.779.193.772 
Begitu juga dengan halnya kredit pajak yang terutang yang tadinya sebesar    
Rp. 12.451.693.288 turun menjadi Rp. 12.426.978.288 sehingga perusahaan telah 
melakukan penghematan sebesar Rp. 24.715.000.   
 
6.2 Saran 
 Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 
saran agar penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Semen Tonasa 
tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang 
Perpajakan yang berlaku, serta perusahaan harus senantiasa mengikuti 
perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun isu-isu yang berkaitan 
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PT. SEMEN TONASA 
NERACA 
Per 31 Desember 2010 
(disajikan dalam ribuan rupiah kecuali di nyatakan lain) 
ASET   





Kas dan setara kas 3.664.278.065 








      Pihak ketiga 1.362.699.365 
    Pihak-pihak berelasi 353.882.829 
Piutang lain-lain 
    Pihak ketiga 41.789.212 
    Pihak-pihak berelasi 5.912.824 
Persediaan 1.624.219.125 
Uang muka pembelian 33.052.553 
Biaya dibayar dimuka 13.744.011 
Pajak dibayar di muka 5.681.584 
                     Jumlah Aset Lancar 7.343.604.756 
ASET TIDAK LANCAR 
Aset Pajak Tangguhan 
 
95.684.353 
Investasi pada perusahaan asosiasi 
 
71.893.257 
Properti investasi - bersih 
 
21.752.700 
Aset tetap 7.662.560.326 
Beban tangguhan 21.341.764 
Uang muka  328.959.912 
Aset lain-lain 17.201.878 
                     Jumlah aset tidak lancar 8.219.394.190 




Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan  
Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan 
 




PT. SEMEN TONASA 
NERACA 
Per 31 Desember 2010 
(disajikan dalam ribuan rupiah kecuali di nyatakan lain) 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
  




   Hutang Usaha 
     Pihak ketiga 691.944.608 
     Pihak terafiliasi 200.077.260 
Utang lain-lain 
     Pihak ketiga 
 
387.005.456 
     Pihak terafiliasi 
 
95.237.787 
Uang muka penjualan 
 
32.024.628 






Utang jangka panjang yang 
jatuh tempo dalam satu tahun 
     Pinjaman bank 28.095.179 
     Pinjaman dari Pemerintah 10.737.187 
     Utang bunga dan denda 24.473.453 
     Utang sewa pembiayaan 23.329.054 




KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 
Liabilitas pajak tangguhan 6.679.515 
kewajiban imbalan kerja 216.981.899 
Utang jangka panjang 
   Pinjaman bank 544.405.512 
   Pinjaman dari Pemerintah 1.561.762 
   Utang bunga dan denda 1.419.377 
    Utang sewa pembiayaan 
 
52.239.245 
Liabilitas jangka panjang lainnya 
 
82.440.129 
      Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 905.727.439 






   Modal saham 593.152.000 
   Tambahan modal disetor 1.458.257.900 
Keuntungan belum direalisasi atas  
kepemilikan efek 5.457.500 
Cadangan atas lindung nilai arus kas (4.965.035) 
Saldo laba - dicadangkan 
 
253.338.000 




Kepentingan non pengendali 133.314.275 
                    Jumlah  Ekuitas 12.139.752.888 
      JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 15.562.998.946 
 
Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan 
Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan 
 






































PT. SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
BEBAN POKOK PENJUALAN Rp.368.861.932.447 
Persedian bahan baku awal   - 
Pembelian bahan baku 105.530.216.486 
Jumlah bahan baku tersedia 105.530.216.486 
Sediaan bahan baku akhir - 
Pemakaian bahan baku 105.530.216.486 




Jumlah barang dalam proses  
 
175.885.903.917 
Biaya overhead : 
Biaya Tenaga Kerja Langsung 7.004.328.828 
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung  9.002.560.572 
Pemeliharaan 20.887.130.156 




Overhead Lainnya  
 
43.000.505.724 
Jumlah biaya overhead 
 
218.447.740.225 
Jumlah barang dalam proses 394.333.644.142 
dan overhead pabrik 
Persediaan barang dalam proses akhir 17.507.782.860 
Biaya pokok produksi 376.825.861.282 
Persediaan barang jadi awal 18.507.330.077 
Barang tersedia untuk dijual 
 
395.333.191.359 
Persediaan barang jadi akhir 
 
26.170.878.415 
Beban pokok penjualan  369.162.312.944 
Sumbangan 300.380.502 





PT. SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
   BEBAN USAHA 
Beban Penjualan  110.776.364.012 
Pengiriman Penjualan 35.048.771.841 
Pengepalan 45.075.578.205 
Pengelolaan gudang  18.205.456.407 
Promosi 9.662.560.160 
Humas Perjalanan  
 
513.131.724 
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 1.050.263.279 
Perjalanan dinas 701.070.526 
Pemeliharaan  264.184.780 




Beban Umum dan Administrasi 42.056.370.343 
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan 
 
26.276.914.654 
Program kemitraan dan bina lingkungan  165.078.727 
Kewajiban estimasi pasca kerja 1.590.058.078 
Pemeliharaan 1.243.878.592 
Asosiasi dan organisasi  
 
23.024.808 
Promosi dan jamuan 
 
523.315.570 
Perjalanan dinas 1.822.817.437 
Pengiriman barang dan dokumen  175.275.177 




Penyusutan dan Amortisasi  
 
2.819.340.686 
Survey dan penelitian 155.282.400 
Jasa profesional 23.152.396 




Jumlah Beban Usaha 152.832.734.355 
 







PT. SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
Pendapatan Beban Lain-lain  
Pendapatan lain-lain Rp. 888.388.603 











Denda hutang bunga 
 
3.915.258.948 
Jasa agen fasilitas 150.000.000 
Jasa rekening penampung 43.000.000 
Rugi selisih kurs 776.379.125 
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Rp.72.643.957.097 
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN  
Beban pajak penghasilan kini 
 
Rp.14.434.331.250 
LABA SEBELUM PAJAK Rp. 53.181.524.772 
Beda waktu : 




Penyusutan aset tetap 
 
499.889.864 
Beda permanen : 
Jamuan, sumbangan dan promosi 2.478.339.957 
Pajak 559.797.479 






   (93.459.934) 
Taksiran laba (rugi) fiskal Rp. 57.737.325.964 
Laba fiskal setelah pembulatan  Rp. 57.737.325.000 
Beban pajak kini 
25% x Rp. 57.737.325.000 
 
Rp.14.434.331.000 
Manfaat beban pajak tangguhan  
 
Rp. 7.284.038 
penyusutan aset tetap 99.955.899 
Penyusutan piutang tak tertagih (44.896.971) 
Kewajiban estimasi imbalan pasca kerja (47.774.845) 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan  Rp. 14.427.046.962 
 
Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan  
Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan 
 




PT. SEMEN TONASA 
RINCIAN LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 
   
PENJUALAN BERSIH 647.520.148.671 
BEBAN POKOK PENJUALAN 368.861.932.447 
                                   LABA KOTOR 
 
Rp. 278.658.216.224 
BEBAN USAHA  
Beban Penjualan  
 
110.776.364.012 
Beban Umum dan administrasi 42.056.370.343 
                      Jumlah beban usaha  Rp.152.832.734.355 
                                 LABA USAHA  Rp.125.825.481.869 




Beban Lain-lain (73.532.345.700) 
Jumlah Pendapatan (beban) Lain-lain 
 
(72.643.957.097) 
LABA SEBELUM PAJAK Rp. 53.181.524.772 
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 
Beban pajak penghasilan kini 
 
(14.434.331.000) 
manfaat (beban) pajak tangguhan 7.284.038 
                                    LABA BERSIH Rp.38.754.477.810 
Beda waktu : 
Beban manfaat karyawan 589.359.183 
Deplesi 367.782.978 
Penyusutan aset tetap 499.889.864 
Beda permanen : 
Jamuan, sumbangan dan promosi 2.478.339.957 
Pajak 559.797.479 
Beban komunikasi 55.233.449 
Pemeliharaan 98.858.216 
Jasa giro (93.459.934) 
Taksiran laba (rugi) fiskal 
 
Rp. 57.737.325.964 
Laba fiskal setelah pembulatan  Rp. 57.737.325.000 
Beban pajak kini 
25% x Rp. 57.737.325.000 Rp. 14.434.331.000 
Dikurangi uang muka pajak 
Pajak penghasilan pasal 22 dan 25 
 
1.982.637.712 
Taksiran kurang bayar PPh Pasal 29 Rp. 12.451.693.288 
 
Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan  
Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan 
Sumber PT. Semen Tonasa (data diolah) 
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